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Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, maka dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan
dan pembangunan dibidang perekonomian perlu ditetapkan Retribusi

Izin Gangguan;

bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah
menyelenggarakan retribusi izin gangguan yang harus dilaksanakan
secara sederhana, efektif, berdasarkan kemampuan masyarakat dan

aspek keadilan melalui Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

Izin Gangguan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185 );

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389 );

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata
Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahan-perusahan Yang
Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 Dan Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1968;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Penerbitan Pungutan-pungutan Dan Jangka Waktu Terhadap

Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana
Tapak Tanah Dan Tata Tertib Perusahan Kawasan Industri Serta
Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-
Undang Gangguan (UUG/HO) Bagi Perusahan-perusahan Yang

Berlokasi Diluar Kawasan Industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata

Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Izin Undang-

Undang Gangguan (HO);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 tahun 2004
tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah

Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 seri E Nomor 3 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Parigi Moutong ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7

seri D Nomor 2 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian
Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau
badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak
termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib
Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang
terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD
adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek
Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB
adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat
SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib
Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan
retribusi daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian

Izin Gangguan.

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi
tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi izin gangguan adalah tempat usaha yang lokasinya telah

ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan
indeks gangguan.
(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas Bangunan
yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
(3) Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :

a. Indeks lokasi :

- Kawasan Industri Indeks 1 Score perkalian 0,7 dari tarif
- Kawasan Perdagangan Indeks 2 Score perkalian 0,8 dari tarif
- Kawasan Pariwisata Indeks 3 Score perkalian 0,9 dari tarif
- Kawasan Pemukiman Indeks 4 Score perkalian 1  dari tarif

b. Indeks Gangguan :

- Gangguan Besar Indeks 3 Score perkalian 1,75 dari tarif
- Gangguan Menengah Indeks 2 Score perkalian 1,50 dari tarif
- Gangguan Kecil Indeks 1 Score perkalian 1,25 dari tarif
- Tanpa gangguan Indeks O Score perkalian 1 dari tarif
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